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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Konsep dan PengertialCorporate Governance

Corporate governancenerupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus
dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijaldan lain sebagainya. Pemahaman
tentang praktikcorporate governancéerus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian
atascorporate governancenulai disinggung pertama kalinya oleh Berle daraive
pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yangyanelisis terpisahnya
kepemilikan sahamogvnership) dancontrol. Pemisahan tersebut berimplikasi pada
timbulnya konflik antara para pemegang saham demgaak manajemen dalam
struktur kepemilikan perusahaan yang tersetliapérsed ownershjp

Pada akhir tahun 1980-an mulai banyak kesimpulamg yaenyebutkan
struktur kepemilikan dalam bentulspersed ownershipkan memberikan dampak
bagi buruknya kinerja manajemen. Untuk pertama nkali usaha untuk
melembagakarorporate governanceilakukan olenBank of EnglanddanLondon
Stock Exchangg@ada tahun 1992 dengan member@iddbury Committe¢Komite
Cadbury), yang bertugas menyustorporate governance cod@ang menjadi acuan

utama benchmarkdi banyak negara.
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Komite Cadbury mendefinisikacorporate governancsebagai:

Corporate governancadalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseinmmbaagtara kekuatan
kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuljamen kelangsungan
eksistensinya dan pertanggungjawaban kepstdkeholders Hal ini berkaitan
dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, jeanpemegang saham, dan
sebagainya.

OECD mendefinisikasorporate governancsebagai:

Sekumpulan hubungan antara pihak manajereemsghaanboard pemegang
saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingangate perusahaan.
Corporate governanceguga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk
mencapai tujuan dan pengawasan atas kin€gaporate governancgang baik
dapat memberikan rangsangan baggrd dan manajemen untuk mencapai tujuan
yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegah@m harus
memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga wemd) perusahaan
menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Neddocenor KEP-117/M-
MBU/2002,corporate governancadalah:

Suatu proses dari struktur yang digunakaeh olborgan BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabiléassphaan guna mewujudkan
nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengtap tmemerhatikan
kepentinganstakeholderlainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan ni
nilai etika.

Menurut Price Waterhouse Coopers:

Corporate governancderkait dengan pengambilan keputusan yang efektif.
Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilais&@m, berbagai proses, kebijakan-
kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuatulu mencapai bisnis yang
menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengetd&o dan bertanggung
jawab dengan memerhatikan kepentingtakeholders
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Secara definitifgood corporate governancdiartikan sebagai sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan agar peamsdtoa menciptakan nilai
tambah Yalue adde§l untuk semuastakeholdemya. Definisi good corporate
governancelain diungkapkan oletCentre for European Policy Studid€EPS).
Organisasi mendefinisikagood corporate governancgebagai seluruh sistem hak,
proses, dan pengendalian yang dibentuk di dalamdiddaar manajemen dengan
tujuan untuk melindungi kepentingatakeholderHak merupakan wewenang yang
dimiliki oleh stakeholder untuk mempengaruhi manajemen. Proses merupakan
mekanisme implementasi hak itu, sedangkan pengendalerupakan mekanisme
yang memungkinkarstakeholderuntuk mendapatkan informasi berbagai aktivitas
yang dilakukan perusahaan.

Secara umum, penerapan prinsip GCG secara konkremiliki tujuan
terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maguog,

2. Mendapatkartost of capitalyang lebih murabh;

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam menitkgikekinerja ekonomi
perusahaan;

4. Meningkatkan keyakinan - dan kepercayaan datakeholder terhadap
perusahaan;

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hoku

(Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008:68)
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Dari berbagai tujuan tersebut, pemenuhan kepemtisgéuruhstakeholder
secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinyagamaasing dalam suatu
perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendgladi€ainsip-prinsip utama dari
GCG yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkégh Organization for
Economic Cooperation and Developm@ECD), adalah:

1. Fairness(Kewajaran)

2. Disclosure/Transparenc{Keterbukaan/Transparansi)
3. Accountability(Akuntabilitas)

4. ResponsibilitfResponsibilitas)

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, bemtkepentingan yang
terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan damtitd sedemikian rupa, sehingga
tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatwsgsraan. Berbagai macam
korelasi antara implementasi prinsip-prinsip GCGlaiam suatu perusahaan dengan
kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajgeeusahaan, karyawan
perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakaipakan indikator tercapainya

keseimbangan kepentingan.

2.1.2 Prinsip DasarGood Corporate Governance

Tujuan GCGpada intinya adalah menciptakaan nilai tambah Isaeghua
pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebuaadaihak internal yang meliputi
dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak ekateyang meliputi investor,

kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak—pihak Igang berkepentingan
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(stakeholders Dalam praktiknya C®erbeda di setiap negara dan perusahaan karena
berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktpekalikan, sosial dan budaya.
Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa venmsgyaenyangkut prinsip-prinsip
CG, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

Menurut Cadbury Report(1992), prinsip utama GCG adalah: keterbukaan,
integritas dan akuntabilitas. Sedangkan menu@rganization for Economic
Corporation and Developmerdtau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran
(fairness) akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency, dan
responsibilitas(responsibility). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur
seberapa jauh GCtelah diterapkan dalam perusahaan.

Penjelasan ke empat prinsip dasar menurut OECRladabagai berikut:

1. Kewajaran(fairness).Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan
dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang salmmmitas maupun
mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asitayiseestor lainnya.
Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukamperaturan serta
penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semuk. pilladini penting untuk
melindungi kepentingan pemegang saham dari praktkrangarffraud) dan
praktik-praktik insider trading yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip
kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masadalg yimbul dari adanya
hubungan kontrak antara pemilik dan manajer kaddaatara kedua pihak

tersebut memiliki kepentingan yang berbedan(lict of interest
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2. Akuntabilitas (accountability). Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan
adanya sistem yang mengendalikan hubungan antaraininpengawasan
yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanal@mgan adanya dewan
komisaris dan direksi independen, dan komite additintabilitas diperlukan
sebagai salah satu solusi mengatagency Problemyang timbul antara
pemegang saham dan direksi serta pengendalianalakomisaris. Praktik-
praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkamtakilitas diantaranya
pemberdayaan komite audit dan dewan komisaris untoddakukan
monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap ajaren guna
memberikan jaminan perlindungan kepada pemegargrsdan pembatasan
kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Ada bgizerhal yang harus
dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prisip iaituy
a. Perusahaan dituntut untuk menyiapkan laporan paddumdan cara yang

tepat.

b. Perusahaan harus mengembangkan komite audit dako resituk
mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan olefanl&omisaris.

c. Perusahaan harus mengembangkan dan merumuskanlikperha dan
fungsi auditor internal sebagai mitra bisnis stymteberdasarkarbest
practices

d. Perusahaan harus menjaga manajemen kontrak yatandgung jawab
dan menangani pertentangan.

e. Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksgantpprofesional.
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3. Transparans{transparency)Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan
kualitas informasi yang disajikan oleh perusah&apercayaan investor akan
sangat tergantung dengan kualitas informasi yasgnagpaikan perusahaan.
Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyadiakformasi yang jelas,
akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan denggdikator-indikator yang
sarna. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengamgeenbangkan sistem
akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi luzst practicesyang
menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapag lerkualitas,
mengembangkan teknologi informasi dan sistem in&simakuntansi
manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kiryamna memadai dan
proses pengambilan keputusan yang efektif oleh déwenisaris dan direksi;
termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosongaseedyuka (Tjager
dkk 2003:51). Dengan kata lain prinsip transparamsmenghendaki adanya
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambigputusan dan
keterbukaan dalam penyajiatigclosurg informasi yang dimiliki perusahaan.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusaha&rk umewujudkan
prinsip ini.

a. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis stakdatansi yang
diterima secara umum ddrest practiceyang menjamin adanya laporan
keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.

b. Mengembangkan teknologi informasgiformation technologydan sistem

informasi manajemenrsistem management informatjomntuk menjamin
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adanya pengukuran kinerja yang memadai dan prosegambilan
keputusan yang efektif oleh komisaris dan manajer.

c. Mengembangkan manajemen risiko Kkorporasentérprise  risk
managementuntuk memastikan bahwa semua risiko telah diitikasi,
diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas.

d. Mengumumkan jabatan yang kosong, agar setiap pinakgetahuinya.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengangkatagjapat perusahaan
dengan cara-cara yang kolutif atau nepotisme.

4. Responsibilitas (responsibility). Responsibilitas  diartikan  sebagai
tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakaét mematuhi
peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhtbadégp kebutuhan-
kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pdalaya sistem yang jelas
untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban pexasahkepada
pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkeyamti Hal tersebut
untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai G&ittd mengakomodasi
kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan péasn seperti
masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan piltepainnya.

(Sulistyanto ,2008)
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2.1.3 Pelaksanaarsood Corporate Governance
Prinsip Dasar

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasag \&fisien, transparan
dan konsisten dengan peraturan perundang-undanganerapan GCG perlu
didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungaaituynegara dan perangkatnya
sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku ,pdsar masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip gasar harus dilaksanakan oleh
masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan geamgrundangan yang
menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan pemas, melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan penegakan hukearasdéonsisten
(consistent law enforcement)

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GG@asgiedoman dasar
pelaksanaan usaha.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dsafaserta pihak yang
terkena dampak dari keberadaan perusahaan, mehkanjiepedulian dan
melakukan kontrol sosiglsocial control) secara obyektif dan bertanggung

jawab.
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2.1.4 Pedoman Pokok Pelaksanaan
A. Peranan Negara

1. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyejeng negara dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan berdasagiséem hukum
nasional dengan memprioritaskan kebijakan yangasegngan kepentingan
dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu regulatorushamemahami
perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat m&kkyenyempurnaan
atas peraturan perundang-undangan secara berkelanju

2. Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat sdmamanggungjawab
dalam penyusunan peraturan perundang-undamgi@aniaking rulek

3. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan pemgglara negara yang
memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi

4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan gere@pukum secara
konsistenconsistent law enforcement).

5. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotiski€N).

6. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar-instarsigyjelas untuk
meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integ@iag tinggi dan mata
rantai yang singkat serta akurat dalam rangka memdyterciptanya iklim
usaha yang sehat, efisien dan transparan.

7. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuikdoegi saksi dan

pelapor (whistleblower)yang memberikan informasi mengenai suatu kasus
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yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasiatddyerasal dari
manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain.

. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksa@@@ dalam bentuk
ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yagitats efisien dan
transparan.

. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengaregasm saham
lainnya dalam hal Negara juga sebagai pemegangnspdisahaan.

B. Peranan Dunia Usaha

. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehinggeatdterwujud iklim
usaha yang sehat, efisien dan transparan.

. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kég@atuwdunia usaha dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan.

. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisii€N).

. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan p@&@ga perusahaan yang
didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan.

C. Peranan Masyarakat

. Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian kepedulian
terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan pamyghra negara serta
terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasileh dunia usaha,
melalui penyampaian pendapat secara objektif dearmggung jawab.

. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negaraldaia usaha dalam

mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat.
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3. Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan péeshdaran dan

tanggung jawab.

2.1.5 Pernyataan Penerapan Pedoman GCG

Prinsip Dasar

Pelaporan penerapacorporate governancemerupakan faktor penting untuk
diungkapkan oleh setiap perusahaan. Untuk ituaggterusahaan harus membuat
pernyataan dalam laporan tahunannya tentang pekeksgpenerapan Pedoman GCG.
Dengan demikian, pemangku kepentingan terutamalategudan investor dapat
menilai sejauh mana penerapan Pedoman GCG padaapesn tersebut telah
dilaksanakan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus membuat pernyataan tentang pelaksaorporate
governance berdasarkan Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh t€omi
Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pengungkapasebut merupakan
bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunangadraan.

2. Pernyataan tentang pelaksanaarporate governancdisertai dengan uraian
tentang aspek-aspek penting yang telah dilaksanakeaman tersebut dapat
sekaligus digunakan untuk memenuhi ketentuan pedapalari otoritas
terkait.

3. Dalam hal belum seluruh aspek Pedoman GCG yangduditkan oleh KNKG

dapat dilaksanakan, perusahaan harus mengungkageqaek-aspek yang
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belum dilaksanakan tersebut beserta alasannyeel®&sm tentang aspek yang
belum dilaksanakan dimasukkan dalam uraian teritdagnasi penting.
4. Informasi penting yang perlu diungkapkan dalam tapotahunan meliputi
tetapi tidak terbatas pada:
Struktur dan pola kerja Dewan Komisaris, yang antam lain mencakup:
i. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkatussia yaitu
Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independe

ii. -~ Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaggtasjumlah kehadiran
setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;

ii. ~ Mekanisme dan kriteria penilaian sendiself assessmentgntang kinerja
masing-masing para anggota Dewan Komisatris;

iv. — Penjelasan mengenai Komite-Komite Penunjang Dewamigaris yang
meliputi: (@) nhama anggota dari masing-masing Kenfib) uraian mengenai
fungsi dan mekanisme kerja dari setiap Komite; j(@plah rapat yang
dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadsatiap anggota; dan (d)
mekanisme dan kriteria penilaian kinerja Komite.

Struktur dan pola kerja Direksi, yang antara lain mencakup:
i.  Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsiragng-masing;

ii. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Djreksnasuk didalamnya
mekanisme pengambilan keputusan serta mekanismedelpgasian

wewenang;
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iii.  Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, sertald@nmkehadiran setiap
anggota Direksi dalam rapat;
iv.  Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinege@nggota Direksi;
v. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sipgmgendalian internal
yang meliputi pengendalian risiko serta sistem par@gan dan audit internal.
Informasi penting lainnya, yang antara lain mencakuyp:
i.  Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
ii. =~ Kondisi keuangan perusahaan;
iii. =~ Pemegang saham pengendali;
iv. ~ Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris[daeksi;
v.  Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungémewa; dan
vi.  Risiko-risiko yang mungkin terjadi dan berpengapatla operasi perusahaan

di masa yang akan datang.

2.1.6 Pedoman Praktis Pelaksanaan GCG
Prinsip Dasar
Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematisbdrkesinambungan. Untuk

itu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikanan oleh perusahaan dalam

melaksanakan GCG.

Pedoman Pokok Pelaksanaan
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Untuk melaksanakan GCG diperlukan penyusunan PaddB@G yang spesifik
untuk masing-masing perusahaan. Pedoman tersemdakwgp berbagai kebijakan
yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagakuite
1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.;
2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direkgimite-Komite
Penunjang Dewan Komisaris, dan Pengawasan Internal,
3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya efeksifftngsi masing-masing
organ perusahaan;
4. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan efigksi pengendalian
internal dan laporan keuangan;
5. Pedoman perilak@code of conductyang didasarkan pada etika bisnis yang
disepakati;
6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemangku kegent (public
disclosure);
7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perasalo@lam rangka
memenuhi prinsip GCG.
Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, dipart proses keikutsertaan semua
pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan taha@ehagai berikut:
1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen sergaa perusahaan
dan semua karyawan dengan dipelopori oleh Peme§ahgm Pengendali,

Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan GCG;
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2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yamgkaiian dengan
pelaksanaan GCG dan tindakan penyempurnaan yaedukian;

3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan @@@ual building)

4. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingtganigun rasa memiliki
dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahataanaplikasi dari
pedoman GCG dalam aktivitas sehari-hari;

5. Melakukan penilaian baik secara sendgel{ assessmentpaupun dengan
menggunakan jasa pihak eksternal yang independéunk umemastikan
implementasi GCG secara berkesinambungan. Penil@asessment)ni
sebaiknya dilakukan setiap tahun dan hasil penilae&xsebut dilaporkan
kepada pemegang saham pada pelaksanaan RUPS dala lgeblik dalam

laporan tahunan.

2.1.7 Teori KeagenanAgency Theory

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa isu Gdi@wvali dengan
munculnya pemisahan antara pemilik dan manajenmemiliR atau pemegang saham
sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagaiAagency Theorynendasarkan
hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam peaasa dimana prinsipal dan
agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakark giaag memberikan mandat
kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipd&ngan agen merupakan pihak

yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalank@rusahaan. Agen berkewajiban
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untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah didmkana oleh prinsipal
kepadanya.

Aplikasi agency theorydapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan
mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masinigakp dengan tetap
memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhanitrakorkerja merupakan
seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekabmsgndasil, baik yang berupa
keuntungan,return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipdn agen.
Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak aapairness yaitu mampu
menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yanga@satematis memperlihatkan
pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen danbg@ean insentif/imbalan
khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen.dariiAgency Theoratau teori
keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat orgoyelaraskan kepentingan
prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kejoegydn.

Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandi$i 3 (tiga) buah asumsi
yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asuersiang keorganisasian, dan (c)
asumsi tentang informasi.

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa nzamsmiliki sifat
untuk mementingkan diri sendirg€lf interest memiliki keterbatasan rasionalitas
(bounded rationality, dan tidak menyukai risiko riék aversion. Asumsi
keorganisasian adalah adanya konflik antar anggoganisasi, efisiensi sebagai

kriteria produktivitas, dan adanyssymmetric InformatiofAl) antara prinsipal dan
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agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalawabahformasi dipandang
sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan

Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempurbaigaining position.
Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak aksada informasi internal
perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan opatagerusahaan mempunyai
informasi tentang operasi dan kinerja perusahaearaeiil dan menyeluruh, namun
agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pendamlkieputusan, apalagi
keputusan yang bersifat strategis, jangka panjdag, global. Hal ini disebabkan
untuk keputusan-keputusan tersebut tetap menjadieng@ng dari prinsipal selaku
pemilik perusahaan.

Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar leigkprinsipal dan agen
yang berbeda dan saling bertolak belakang namurgsakembutuhkan ini, mau tidak
mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentamgamgan saling tarik menarik
kepentingan dan pengaruh antara satu sama lainbilApagen (yang berperan
sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalangpebilan keputusan) melakukan
upaya sistematis yang dapat menghambat prinsigamdpengambilan keputusan
strategis melalui penyediaan informasi yang tidakgparan, sedang di lain pihak
prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunyaupun sewenang-wenang
karena ia merasa sebagai pihak yang paling berldeasg@enentu keputusan dengan
wewenang yang tak terbatas, maka kemudian yarafieaflalah pertentangan yang
semakin tajam yang akan menyebabkan konflik yanmielpanjangan yang pada

akhirnya merugikan semua pihak. Baik prinsipal meupgen diasumsikan sebagai
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orang ekonomik (homo economicus)yang berperilaku ingin memaksimalkan
kepentingannya masing-masing. Dalam kon&gpncy Theorymanajemen sebagai
agen semestinyan behalf of the best interest of the shareholdakan tetapi tidak
tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingaenk@gannya sendiri untuk
memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukadatkan-tindakan yang tidak
menguntungkan perusahaan secara keseluruhan ydmg geEngka panjang bisa
merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untukapenk&epentingannya sendiri,
manajemen bisa bertindak menggunakan akuntanspaebéat untuk melakukan
rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipalagan inilah disebut dengan
Agency Problemyang salah satunya disebabkan oleh adadysymmetric
Information.

Asymmetric Information(Al), yaitu informasi yang tidak seimbang yang
disebabkan karena adanya distribusi informasi yatak sama antara prinsipal dan
agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperolérmasi yang dibutuhkan
dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh damhas agen, namun ternyata
informasi tentang ukuran keberhasilan yang dipéroleh prinsipal tidak seluruhnya
disajikan oleh agen. Akibatnya informasi yang dabehn prinsipal kurang lengkap
sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja ageng sesungguhnya dalam
mengelola kekayaan prinsipal yang telah dipercay&kpada agen.

Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (agineini, dapat

menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkanyadkesulitan prinsipal
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untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap aikaah-tindakan agen. Jensen

dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan terselalah :

(a). Moral Hazard yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidalaksanakan
hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kokegh.

(b) Adverse selectignyaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapatgetahui
apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen {bemar didasarkan atas
informasi yang telah diperolehnya, atau terjadiagah sebuah kelalaian dalam
tugas.

Adanyaagency problendi atas, menimbulkan biaya keagenagency cost yang

menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

(a) The monitoring expenditures by the princidiaya monitoring dikeluarkan oleh
prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasulgaj usaha untuk
mengendalikan control) perilaku agen melaluibudget restriction, dan
compensation policies

(b) The bonding expenditures by the agérte bonding cost dikeluarkan oleh agen
untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakalakan tertentu yang
akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin balpwasipal akan diberi
kompensasi jika ia tidak mangambil banyak tindakan.

(c) The residual lossyang merupakan penurunan tingkat kesejahteraarsipain
maupun agen setelah adanya agency relationship.

Dari pembahasan di atas, bila dibuatkan ringkasamamg asumsi dan

penerapamagency theorglalam organisasi akan tampak dalam tabel 1 di bawah
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Tabel 2.1.

Asumsi Dasar dalamAgency Theory

Asumsi Manusia Homo Economicys/ang memaksimalkan
utilitasnya

Model Perilaku Self serving behavior

Fakta Penerapannya : Prinsipal dan agen cenderengrapkan tujuan
secara kakurigid)

Akibat yang . Conflict of Interest

timbul

Konsekuensi : Timbul agency cost dalam mengawasi
kinerja manajer/agen

Pemecahan Sharing ruleantara prinsipal dan agen
perlu dibuat

Reward : Ekstrinsik, yaitu komoditi berwujud dan
bisa dipertukarkan dan memiliki nilai
pasar yang bisa diukur

Asumsi Informasi : Sebagai komoditi yang dapat dizdbelikan

(Sumber: Arifin, 2005:9)

2.1.8 AplikasiAgency TheoryPada Pengelolaan Perusahaan.

Konsep pemisahan antara kepemilikawigership para pemegang saham dan
pengelolaanrhanagementpara agen atau manajer dalam perusahaan telgladnen
kajian sejak tahun 1930-an. Manajemen perusahaaflikpyang besar biasanya
bukan pemilik. Bahkan sebagian besar manajemenagutap managemehhanya
memiliki saham nominal dalam perusahaan yang meelkda.

Bila dilihat dari perkembangan teori perusahaan kabungannya dengan
kebutuhanGCG, dari perspektifAgency Theorytabel 2 berikut ini menunjukkan
perkembangan akan kebutuh@&G pada teori korporasi klasik, modern, dan post-

modern.
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Tabel 2.2
Perkembangan Teori Korporasi dan Implikasinya

Terhadap Good Corporate Governance

TEORI TEORI TEORI
KORPORASI KORPORASI KORPORASI
KLASIK MODERN POST-MODERN

KARAKTERISTIK : KARAKTERISTIK : KARAKTERISTIK :
1. Perusahaan de-ngaft. Perusahaan dengad. Perusahaan dengan
single-majority banyak pemegangbanyak pemegang sa-
shareholders saham, namun masjtham, dan tidak ada ke-
p Prinsipal me: ada kepemilikan pemilikan mayoritas.
rangkap sebagai Agen.mayoritas. 2. Sulit untuk mengt
3. Keseimbangan?2. Fungsi Prinsipal danidentifikasi ‘the true
kepentingan antargAgen mulai terpisah. | principal’.

prinsipal dan agen3. Meskipun pemilik 3. Prinsipal umumnya

tidak penting. mayoritas masih tidak atau  kurang
memiliki otoritas yang memahami bisnis.
besar, kepentingan4. Agen memiliki pe-
pemegang sahamngaruh yang besar
minoritas sudah dalam menjalankan
diperhatikan perusahaan.

5. Terjadi ketidakse
imbangan kepentingan
(conflict of interest

IMPLIKASI : IMPLIKASI : IMPLIKASI :
Aspek Good Cor-| Aspek Good Cor-| Aspek Good Corpo-
porate Governance porate Governancerate Governance

TIDAK diperlukan. MULAI diperlukan SANGAT diperlukan
(Sumber: Arifin, 2005:10)

2.1.9 Pengertian Pengungkapa(Disclosure)

Pengungkapan(disclosure) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah
informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian seoptimal pasar modal efisien
(Hendriksen, 1996). Alasan utama mengapa suatuupgkgpan diperlukan adalah

agar pihak investor dapat melakukan suaformed decisiordalam pengambilan
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keputusan investasi. Berkaitan dengan keputusaestasi, investor memerlukan
tambahan informasi yang tidak hanya informasi kgaantapi juga informasi non
keuangan. Kebutuhan tersebut didorong oleh adameyabphan manajerial yang
menyebabkan terjadinya perluasan kebutuhan investan informasi baru yang
mampu menginformasikan hal-hal yang bersifat kaflityang berkaitan dengan
perusahaan.

Informasi yang diungkap dalam laporan tahunan tdapkelompokkan
menjadi pengungkapan waj{mandatory disclosureyaitu pengungkapan informasi
yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasapala peraturan atau standar
tertentu, dan pengungkapan sukardleluntary disclosure),yang merupakan
pengungkapan informasi melebihi persyaratan minirdan peraturan yang berlaku.
Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalaprdaptahunan di Indonesia
dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu melalui keputus@tua Bapepam No. Kep-
17/PM/1995 yang selanjutnya diubah melalui keputusstua Bapepam No. Kep-
38/PM/1996. Peraturan yang lama hanya berlaku pagisahaan kecil, sedangkan
peraturan yang baru berlaku bagi semua perusalzantglah melakukan penawaran
umum dan perusahaan publik (Bambang Irawan, 2006:13

Corporate reportyang dikeluarkan oleffhe Accounting Standard Steering
Committeg ASSC) tahun 1975 menyarankan bahwa selain lapsggib perusahaan

dianjurkan untuk mengungkapkan juga laporan tambghag antara lain:
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1. A Statement of Value Addemienyajikan bagaimana kemakmuran diproduksi
dan bagaimana kemakmuran tersebut didistribusik@amtata karyawan,
pemerintah dan untuk investasi ulang guna pemel#madan ekspansi.

2. An Employee Repgrberhubungan dengan ukuran dan komposisi dargéena
kerja, efisiensi, produktivitas, hubungan industgbijakan individu dan lain-
lain.

3. A Statement of Money Exchange with Governmemtlaporkan pajak
penjualan, pajak perusahaan, bunga, royalty dais-jenis lainnya yang
dibayarkan kepada pemerintah.

4. A Statement of Transaction Foreign Currencyenyajikan pinjaman dan
pembayaran luar negeri, deviden yang diterima diaaydr oleh pemerintah
untuk negara lain.

5. A Statement of Corporate Objectivamenyajikan kebijakan dan strategi
manajemen.

(Porwal dalam Tienike Oni Hayati, 2007:8).

2.1.10 Tujuan Pengungkapan
Ahmed Riahi dan Belkaoui (2000) mengemukakan tujpengungkapan ada
enam, yaitu:
1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan kmenyediakan ukuran yang

relevan bagi item-item tersebut, selain ukuranrdd&poran keuangan.
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2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakun dantuk menyediakan
ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.

3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu itoredan kreditor dalam
menentukan risiko dan item-item yang potensial kindiakui dan belum
diakui.

4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapgtirthkan oleh pengguna
laporan keuangan untuk membandingkan antar perasatz antar tahun.

5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran ikesuk dan kas keluar di
masa datang.

6. Untuk membantu investor dalam menetapietnrn dan investasinya

2.1.11 Kuantitas Informasi Yang Seharusnya Diungkakan
Dengan semakin dituntutnya akuntabilitas perusahpablik oleh para
stakeholder perusahaan harus benar-benar memperhatikan Edatmas mengenai
seberapa banyak informasi yang harus diungkapkalanhal ini perusahaan harus
tahu tentang informasi apa yang harus diungkapkam apa yang tidak perlu
diungkapkan. Mengenai hal tersebut diatas, Henemiksienyatakan tiga konsep
umum tentang pengungkapan yang umumnya diusullegiol; y
1. Pengungkapan yang cuku@dequate), merupakan pengungkapan yang
minimum cukup untuk membuat laporan tidak menyesatk
2. Pengungkapan yang wajéair), merupakan pengungkapan yang memberikan

perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial.
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3. Pengungkapan yang lengkdpll) merupakan penyajian semua informasi yang
relevan bagi beberapa pihak, pengungkapan yangkdengni diartikan
sebagai penyajian informasi yang berlebihan sehirtgtpk bisa dikatakan
layak.

Pedoman umum tentang kuantitas informasi yangshditingkapkan terdapat
dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajianalap@uangan, dimana supaya
informasi yang diungkapkan dapat berguna bagi pamg#t maka harus memenuhi
empat karakteristik kualitatif, yaitu :

1. Dapat dipahanf{understanbility)

Kualitas penting informasi yang terdapat dalam tapokeuangan adalah

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh @enf&ksudnya adalah

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang mantadtang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untesapelajari informasi
dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevar(Relevance)

Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat npemgaruhi keputusan

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaeastiva masa

lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atagkoreksi hasil evaluasi
mereka di masa lalu.

3. KeandalarfReliability)

Informasi memiliki kualitas handal jika bebas dapengertian yang

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diardal&makainya sebagai
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penyajian yang tulus atau juj(faithful representationdari yang seharusnya
disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapaiilcn.

a. Penyajian jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambadksagan jujur
transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusimagikhn atau yang
secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi mengungguli bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan denggur transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,anpatistiwva tersebut
perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substdasi realitas
ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

c. Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum paintEo tidak
tergantung kepada kebutuhan dan keinginan pih&nter

d. Pertimbangan sehat
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hagtnnselakukan
perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehinggaivak atau
penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan &@van atau beban
tidak dinyatakan terlalu rendah.

e. Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan kgaa harus

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
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4. Dapat dibandingkafComparibility)
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan kengregusahaan antar
periode untuk mengidentifikasi kecenderungaren(d) posisi dan kinerja
karena pemakai juga harus dapat memperbandingkanala keuangan antar
perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuanganj&inserta perubahan

posisi keuangan secara relatif (1Al, 2002).

2.1.12 Metode Pengungkapan
Hendriksen (1996) menyatakan bahwa ada tujuh fidasi metode
pengungkapan yaitu:
1. Bentuk dan susunan laporan formal
Bentuk dan susunan laporan formal mencakup tigardep utama yaitu
laporan posis{position statementperhitungan laba rugincome statement),
dan laporan arus kas dan laporan perubahan posisangan (funds
Statement).
2. Terminologi dan penyajian terinci
Dalam laporan keuangan harus digunakan istilal&lstiang jelas dan umum
digunakan oleh analis keuangan (standar), seanafsi harus rinci.
3. Informasi selipaiiParenthetical information)
Informasi yang sangat penting seharusnya disajixagsung dalam ikhtisar
keuangan yang bersangkutan, bukan dalam bentukacakaki (footnote)

ataupun dalam bentuk daftar-daftar tambalisumpplementary schedules).
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Apabila judul atau nama pos-pos neraca dan ikhigder rugi terlalu panjang
untuk disajikan, maka dapat disajikan sebagai @atafalam tanda kurung
(footnotes).

4. Catatan kak{Footnotes)Merupakan sarana penyajiaisclosureyang tidak
dapat ditempatkan dalam ikhtisar keuangan itu serfebhotnotedidak boleh
digunakan sebagai pengganti dari klasifikasi atslrighsi yang seharusnya
dilakukan dalam ikhtisar keuangan yang bersangkutan tidak boleh
bertentangan atau bersifat pengulangan terhadapmiagi yang disajikan
dalam ikhtisar keuangan.

5. Ikhtisar dan skedul lengkafSupplementary Statemedan Supplementary
Schedules)

Supplementary statememerupakan informasi tambahan atau informasi yang
disajikan dalam bentuk agak berbeda dari ikhtis®uakgan dasar;
supplementary schedulbsasanya merupakan perincian dari pos-pos tertentu
dalam ikhtisar keuangan dasar.

6. Sertifikasi auditor
Sertifikat auditor bukan merupakan tempat yangtteptuk mengungkapkan
informasi keuangan yang signifikan mengenai perasahnamun ia berperan
sebagai suatu metode untuk mengungkapkan jenismiag berikut:

a. Pengaruh yang material dari penggunaan metodetalsi yang

berbeda dari yang diterima umum.
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b. Pengaruh yang material dari perubahan satu mea&dntansi yang
lazim ke metode akuntansi yang lazim lainnya.

c. Perbedaan pendapat antara auditor dengan kliemgenai dapat
diterimanya salah satu atau lebih metode akunteamg) dipergunakan
dalam laporan.

7. Surat direktur utamérhe president letterntuk jenis informasi tertentu
dapat disajikan secara langsung oleh manajememdadsmtuk surat dari
direktur utama. Informasi tambahan ini mencakup:

a. Kejadian-kejadian non keuangan dan perubaharbalean selama
tahun tersebut yang mempengaruhi operasi perusahaan

b. Harapan dan perkiraan di masa datang dari industsangkutan dan
ekonomi serta peran perusahaan dalam harapan-hanapa

c. Rencana pertumbuhan dan perubahan dalam opeesiperiode atau
periode-periode berikutnya.

d. Jumlah dan pengaruh yang diharapkan dengan adagygeluaran
untuk barang-barang modal pada saat ini dan yaagtisipasikan

dilakukan serta usaha-usaha penelitian.

2.1.13 Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996 TentangLaporan
Tahunan

1. Umum

Peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang teldakolean penawaran umum
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dan perusahaan publik.

2. Kewajiban Menyampaikan Laporan Tahunan

a. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukaawBgn Umum
Saham dan Perusahaan Publik wajib disampaikan &epagepam sebanyak
4 (empat) rangkap dan tersedia bagi para pemegahgns selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Ufainunan Pemegang
Saham.

b. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukaawBem Umum Efek
bersifat hutang wajib disampaikan kepada Bapepabansak 4 (empat)
rangkap selambatlambatnya 5 (lima) bulan setelabntebuku perusahaan
berakhir. Kewajiban ini berlaku selama Efek betsifautang yang
bersangkutan belum dilunasi atau jatuh tempo.

3. Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan

a. Ketentuan Umum

1) Laporan Tahunan Perusahaan wajib memuat Ikhtiser Rauangan Penting,
Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, Lapgdemangan yang
telah diaudit, dan Laporan Manajemen.

2) Laporan Tahunan harus dalam bahasa Indonesia.mDalal Laporan
Tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonkai&, dalam dokumen
yang sama maupun terpisah, maka Laporan Tahunakslim harus tersedia

dalam waktu yang sama dan memuat informasi yang.sam
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Laporan Tahunan harus dicetak dalam bentuk yangumgkmkan untuk

direproduksi dengan fotokopi.

Laporan Tahunan harus dicetak pada kertas bervtaraag yang berkualitas

baik, berukuran kurang lebih 21 X 30 sentimeter.

Laporan Tahunan dapat memuat gambar dan grafikyjakedalam bagian

mengenai Laporan Keuangan.

Laporan Manajemen

Penjelasan Umum

Perusahaan bebas memberikan penjelasan umum mengensahaan,

selama tidak menyesatkan dan bertentangan denfpamasi yang disajikan

dalam bagian lainnya. Penjelasan ini antara lapatimemuat :

a) sambutan komisaris, direksi, baik sendiri-sendigupun bersama-sama,
yang ditujukan kepada para pemegang saham, pelargga masyarakat
umum;

b) uraian mengenai keikutsertaan perusahaan dalamat&agipelayanan
masyarakat, program kemasyarakatan, amal atau sasied lainnya;

c) uraian mengenai program perusahaan dalam rangkgempdangan
sumber daya manusia;

d) informasi mengenai perkembangan perusahaan;

e) uraian tentang aspek pemasaran atas produk dapgassahaan;

f) riwayat hidup para anggota komisaris dan/atau direlan
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informasi lain yang bersifat umum yang berkaitamgén hal-hal yang

ingin dicapai di masa depan.

Penjelasan Khusus

Penjelasan khusus mencakup antara lain hal-hagjaeberikut :

a)

b)

d)

lokasi dan jenis dari aktiva tetap berwujud utaraagybernilai lebih dari
5%  (lima perseratus) dari jumlah aktiva tetap petnasn tersebut dan
anak-anak perusahaannya. Apabila aktiva tetap dinthkdijadikan
jaminan atas suatu kewajiban, maka uraian mengamanan dimaksud
wajib diberikan;

nama bursa dimana Efek perusahaan diperdagangkan;

untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun bwgakhir, harga
saham tertinggi dan terendah serta jumlah saharg gigperdagangkan,
jilka dapat diterapkan. Harga saham sebelum perabgtemodalan
terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi perhaoasaham, dividen
saham, dan saham bonus;

pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tangg# gumlah dividen
kas per saham dan jumlah dividen per tahun yangnulickan atau
dibayar selama 4 (empat) tahun buku terakhir;

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umurnmask&oanulatif
sampai dengan saat terakhir apabila belum dinyatakbis. Dalam hal

terdapat perubahan dari Prospektus agar dijelaskeam;
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f) Informasi material, antara lain mengenai investakspansi, divestasi,
akuisisi, transaksi yang mengandung benturan kemgmm dan sifat
transaksi dengan Pihak afiliasi.

c. Bagian mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting
Perusahaan harus menyajikan informasi perbandisgama 5 (lima) tahun
buku atau sejak memulai usahanya jika perusahasgbig menjalankan kegiatan
usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun, atdara
1) penjualan atau pendapatan;
2) laba kotor;
3) laba usaha;
4) laba bersih;
5) jumlah saham yang beredar;
6) laba (rugi) per saham;
7) proforma penjualan atau pendapatan bersih (jikertligan);
8) proforma laba bersih (jika diperlukan);
9) proforma laba (rugi) per saham (jika diperlukan);
10)modal kerja bersih;
11)jumlah aktiva;
12) jumlah investasi;
13)jumlah kewajiban;
14)jumlah ekuitas;

15)rasio laba terhadap jumlah aktiva;
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16)rasio laba terhadap ekuitas;

17)rasio lancar;

18)rasio kewajiban terhadap ekuitas;

19)rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva;

20)rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpana

21)rasio kecukupan modal; dan

22)informasi keuangan perbandingan lainnya yang releieeagan perusahaan.

d.

Bagian Mengenai Analisis dan Pembahasan Umum olehdhajemen

Perusahaan harus memberikan uraian singkat yandaiea® dan menganalisis

laporan keuangan dan informasi lain dengan penekgreda perubahan-

perubahan material yang terjadi sejak Laporan Tamuterakhir atau sejak

Pernyataan Pendaftaran diajukan. Sebagai contadséaldan analisis dimaksud

adalah :

1)

2)

3)

uraian tentang kegiatan usaha;

bahasan mengenai ikatan yang material untuk insielsémang modal dengan
penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebutbsurdana yang diharapkan
untuk memenuhi ikatanikatan tersebut, mata uang yaenjadi denominasi,
dan langkah-langkah yang direncanakan perusahdaak melindungi risiko
dari posisi mata uang asing yang terkait;

bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha ataaekeleeliangan perusahaan
pada masa yang akan datang menghadapi risiko #8sktkurs atau suku

bunga, dalam hal ini harus diberikan keterangatatgnsemua pinjaman dan
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5)

6)

7)

8)

46

ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mate @wsing, atau hutang
yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu

bahasan dan analisis tentang informasi keuangag tgdah dilaporkan yang
mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa diak tkan berulang lagi di
masa datang;

uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidaknal dan jarang terjadi
atau perubahan material dalam ekonomi yang dapatpe®garuhi jumlah
pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangag yelah diaudit,
dengan penekanan pada laporan keuangan teraklsim 8e, uraian tentang
komponen-komponen material dari pendapatan atawanbéhinnya yang
dianggap perlu oleh perusahaan untuk dapat mengetaasil usaha
perusahaan;

jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan pénurunan yang
material dari penjualan atau pendapatan bersily pedanya bahasan tentang
sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkanadepgrubahan harga,
jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adproduk atau jasa baru;
bahasan tentang dampak perubahan harga terhadaplperdan pendapatan
bersih perusahaan serta laba operasi perusahaanas@l (dua) tahun atau
sejak perusahaan memulai usahanya jika baru mensdfianya kurang dari
2 (dua) tahun;

keterangan tentang risiko usaha yang disebabkanadain oleh :

a) persaingan;
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b) pasokan bahan baku;

c) ketentuan negara lain atau peraturan internasidaal;

d) kebijaksanaan pemerintah.
Pengungkapan risiko agar dilakukan sesuai denghat boasing-masing
risiko.

informasi dan fakta material yang terjadi setelaiggal Laporan Akuntan;

10)uraian tentang prospek usaha dari perusahaan sefarbwlengan industri,

1)

ekonomi secara umum dan pasar internasional sepatddisertai data
pendukung kuantitatif jika ada sumber data yangKadipercaya.

Bagian Mengenai Laporan Keuangan

Bagian ini wajib memuat laporan keuangan yang disusesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oletatkakuntan Indonesia
dan peraturan Bapepam di bidang akuntansi sertes ltkaudit oleh Akuntan
yang terdaftar di Bapepam. Jika terdapat perbedpendapat antara
perusahaan dan Akuntan atas laporan keuangan yiaagkah, dan jika

perselisihnan tersebut mengakibatkan Akuntan merkderpendapat tidak
wajar, menolak memberikan pendapat atas laporananigam, dan

mengundurkan . diri atau diberhentikan, maka perwwahaharus

mengungkapkan fakta ini serta hal ikhwal persdisitdan aspek-aspek

penting dari laporan keuangan yang telah diperskés;
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2) Laporan keuangan disajikan untuk jangka waktu Z)dahun terakhir atau
sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memuddianya kurang dari 2
(dua) tahun buku sebagai berikut :

a) Neraca;

b) Laporan Laba Rugi;

c) Laporan Saldo Laba;

d) Laporan Arus Kas;

e) Catatan atas Laporan Keuangan;

f) Laporan lain serta materi penjelasan yang merupbigran integral dari
Laporan Keuangan jika dipersyaratkan, seperti Lapdfomitmen dan
Kontijensi untuk Emiten dan Perusahaan Publik yaeggerak dalam
bidang perbankan.

3) Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkamasé&rpisah jumlah
dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan pesktar, pegawai, komisaris,
pemegang saham utama, dan Pihak-pihak yang menipdmyjaungan
istimewa sebagaimana dimaksud dalam Standar Aksirkauangan. Ikhtisar
terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, hutpegjualan atau pendapatan
dan biaya. Apabila jumlah transaksi untuk masingin@ kategori tersebut
dengan Pihak tertentu melebihi Rp 1.000.000.00@g2@u miliar rupiah),
maka jumlah tersebut harus disajikan secara térglaa nama Pihak tersebut

wajib diungkapkan;
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5)
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Perusahaan wajib mengungkapkan semua transaksinyamgpengaruhi akun
modal dan mencocokkan dengan saldo awal dan s&ltio pada ikhtisar
terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapfamasi segmen

usaha sebagaimana yang diatur dalam Standar Aldink®uangan yang

berlaku; dan

Informasi tambahan berikut harus di ungkapkan datatatan akun yang

sesuai dalam laporan keuangan :

a) rincian kepemilikan saham oleh direksi, komisa@a ¢gpemegang saham
yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih (jamlsaham, nilai
nominal, dan persentase);

b) uraian ringkas mengenai tuntutan hukum yang beknselesaikan yang
mungkin mempunyai pengaruh lebih dari 2% (dua patss) dari
kekayaan bersih atau laba tahunan perusahaan damparmusahaannya;

c) penjualan ekspor atau pendapatan dari luar negeessar lebih dari 10%
(sepuluh perseratus) dari jumlah penjualan atadageatan;

d) penjualan atau pendapatan yang berkaitan dengas ysaha tertentu,
sebagaimana ditentukan dalam perusahaan atau aaklparusahaannya,
jika penjualan dimaksud berjumlah 10% (sepuluh gratsis) atau lebih

dari penjualan atau pendapatan;
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e) penjualan kepada atau pendapatan dari satu pelarsgga sekelompok
pelanggan terafiliasi yang besarnya lebih dari Z8%apuluh perseratus)
dari jumlah penjualan atau pendapatan;

f) beban atau biaya yang melebihi 5% (lima perseratas)jumlah beban
atau biaya yang berkaitan dengan proyek atau prgdulg hanya akan
memberi penghasilan dalam tahuntahun mendatang, ydag tidak

berhubungan dengan kegiatan yang menghasilkan.

2.1.14 Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlutalam pelaksanaan
prinsipr GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewaanksaris untuk melakukan
pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perhadap pelaksanaan fungsi direksi
dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan sertksamehkan tugas penting
berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggmtate audit diharuskan
memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini mikki kewenangan dan
fasilitas untuk mengakses data perusahaan.

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak sedadependen. Independensi
komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yamgandasi integritasnya. Hal ini
perlu disadari karena komite audit merupakan pijakg menjembatani antara
eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekafliggnjembatani antara fungsi

pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.
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Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakdu atau lebih anggota
dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berdsal kalangan luar dengan
berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas laiyayg dibutuhkan guna mencapai
tujuan komite audit. Komite audit harus bebas gengaruh direksi, eksternal
auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewais&as.

Pentingnya komite audit dalam suatu perusahadukerdikuatkan dengan
ketentuan-ketentuan:

1. Surat edaran Ketua Bapepam No. Se-03/PM/2000 tgnteoomite audit.
Ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan pultékh @miten untuk memiliki
komite audit. Ketentuan ini menyebutkan bahwa keraiidit bertugas membantu
dewan komisaris dengan memberikan pendapat profEsigang independen
untuk meingkatkan kualitas kerja serta menguramgiypnpangan pengelolaan
perusahaan.

2. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor B@pBEJ/07-2004 tentang
Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham ad&nbefsifat Ekuitas Selain
Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercataf lyarlaku sejak tanggal 19
Juli 2004. Ketentuan ini menyatakan bahwa komitéitamemiliki tugas untuk
memberikan pendapat profesional yang independemdeemlewan komisaris
terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan dietksi kepada dewan
komisaris serta mengidentifikasikan hal-hal yangradukan perhatian dewan

komisaris.
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. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan UddikaNegara Nomor
Kep-133/M-BUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Almigi Badan Usaha
Milik Negara. Ketentuan ini menyebutkan bahwa kemaudit bersifat mandiri
baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam patagtan bertanggung
jawab langsung kepada komisaris.

. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang Idéwkan oleh lkatan
Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Audit No.&haetapkan persyaratan
bagi auditor bahwa masalah-masalah tertentu yangambgkutan dengan
pelaksanaan audit dikomunikasikan kepada oranggoyang memiliki tanggung
Jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuanfak.yRng disebut sebagai

penerima informasi dalam ketentuan tersebut adalatite audit.

Syarat suatu komite audit adalah:

. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komjsar

. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 ($arang komisaris independen
dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota laibeyasal dari luar emiten
atau perusahaan publik;

. Memiliki integritas yang tinggi, kkmampuan, pendet@n, dan pengalaman yang
memadai sesuai latar belakang pendidikannya, sedenpu berkomunikasi
dengan baik;

. Salah seorang dari anggota komite audit memilikarldbelakang pendidikan

keuangan dan akuntansi;
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5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca damahami laporan
keuangan;

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Pubdikgymemberikan jasa
audit dan/atau non-audit pada emiten atau perusghatalik yang bersangkutan
dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komsisebagaimana dimaksud
dalam Peraturan VIII.A.2 tentang Independensi Aknngang Memberikan Jasa
Audit di Pasar Modal;

7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perasapablik dalam 1 tahun
terakhir sebelum diangkat komisaris;

8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidagslang pada emiten atau
perusahaan publik. Dalam hal anggota komite auditnperoleh saham akibat
suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktungaiama 6 (enam) bulan
setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengaliplda pihak lain;

9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emitermikaris, direktur, atau
pemegang saham utama emiten;

10.Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupdak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan usaha emiten;

11.Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pacitere atau perusahaan
publik lain pada periode yang ditentukan;

12. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagatagkiemite audit.
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Kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh bememadainya peran
pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris pemasa Pemilihan anggota
dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan danrdtean menyebabkan
mekanismecheck and balancterhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mgstin
Fungsi audit internal dan eksternal belum berjatptimal mengingat secara
struktural, auditor tersebut berada pada posisgyanit untuk bersikap independen
dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan a@aauditor independen. Komite
audit timbul memenuhi tuntutan tersebut.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggungljgveala tiga bidang,
yaitu:

1. Laporan Keuangari(nancial Reporting

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan kegaan adalah untuk

memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemeim teéamberikan gambaran
yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hadiausancana dan komitmen
perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaa@drporate Governange

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kep@rusahaan adalah untuk
memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesw#ang-undang dan

peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan apeagan secara efektif
terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yiadgilhn oleh karyawan

perusahaan.
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3. Pengawasan Perusaha@uoi(porate Contro)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasamspdéaan termasuk di
dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung rid&o sistem pengendalian
intern serta memonitor proses pengawasan yangutéakoleh auditor internal.
Selain itu, Kepmen BUMN No. Kep-103/2002 menegaskahwa komite

audit:

1. Mandiri dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan. t€omidit melaksanakan
prinsip akuntabilitasgccountability terkait dengan tugas ini;

2. Bertanggung jawab langsung kepada komisaris/deveaigd®vas. Hal ini terkait

dengan prinsip pertanggungjawabegsponsibility.

Menurut pedoman GCG, tugas dan tanggung jawabt&audit adalah:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intemngymemadai. Adanya
pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan peinsertanggungjawaban
(responsibility agar organ-organ perusahaan melaksanakan fuagsiadggung
jawabnya berdasarkan aturan yang ada;

2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporaarkgan. Prinsip transparansi
(transparency dikembangkan dalam tugas ini;

3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal tekelivajaran biaya eksternal
audit, serta kemandirian dan objektivitas ekstemalitor. Komite audit dalam

hal ini menjalankn prinsip akuntabilitasccountability;
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4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jaamlte audit selama tahun
buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Haltémkait dengan prinsip

pertanggungjawabamegsponsibility;

Komite audit pun memiliki wewenang, yaitu:
1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang luqggkugasnya;
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan
3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnyg yadependen apabila
dipandang perlu;
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalamsuas apabila dianggap

perlu.

Komite audit merupakan organ yang dibentuk damdeerdi bawah dewan
komisaris. Keberadaan komite audit dalam suatuepeas terbatas untuk membantu
pemberdayaan empowermeft dewan  komisaris. Oleh  karena itu,
pertanggungjawaban komite audit kepada dewan koisiisa

Dalam memaksimalkan peran dewan komisaris dalanjata@kan fungsinya,
PedomarGood Corporate Governang@ang dikeluarkan KOMNA%o0od Corporate
Governance Indonesia merekomendasikan kepada dewan komisarituk
membentuk komite yang bertugas membantu dewan koiisecara profesional.
Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris selamite audit adalah:

1. Komite Nominasi
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Tugas komite ini adalah menyusun kriteria selelesi grosedur nominasi bagi
anggota dewan komisaris, direksi dan para ekselaifiya di dalam perseroan,
membuat sistem penilaian dan memberikan rekomenelatsing jumlah anggota
dewan komisaris dan direksi perseroan. Dalam kenit@k anggota komite juga
melakukan penelaahan terhadap kontribusi setiapsieois dan direksi, termasuk
memastikan bahwa komisaris/direktur independer telalakukan pekerjaannya
secara independen. Komite ini sebaiknya dipimphaliyang independen dan
beranggotakan terutama pihak non eksekutif.

2. Komite Remunerasi
Tugas Komite Remunerasi adalah menyusun sistemgpgag dan pemberian
tunjangan serta rekomendasi tentang: a) peniladmadap sistem remunerasi; b)
opsi yang diberikan, antara lain opsi atas sahgngistem pensiun; d) sistem
kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengamakaryawan. Komite ini
sebaikya diketuai oleh komisaris independen damanuggotakan profesional di
bidangnya, karena sistem remunerasi harus berdespddgerformance based
dan mempertimbangkan kepentingan para pemeganmsaha

3. Komite Asuransi
Tugas komite ini adalah melakukan penilaian seterkala dan memberikan

rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi giaagp oleh perseroan.

Banyaknya jenis komite yang harus dimiliki olehrysahaan-perusahaan

publik menimbulkan beban tersendiri. Biaya yangibatisediakan perusahaan untuk
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komite-komite tersebut merupakan alasan yang meyem perusahaan enggan
membentuk komite-komite tersebut, meskipun menyagmartingnya komite-komite
tersebut dalam pelaksanaan sehari-hari.

Pada dasarnya, komite-komite yang disusulkan geadal untuk dapat
diterapkan oleh para pelaku usaha terdiri dari 2a)Yidang yaitu: Komite yang
membidangi permasalahan prosedural dan komite yeembidangi permasalahan
kepatuhan yang masing-masing saling keterkaitam saima lainnya. Komite
Nominasi, Komite Remunerasi, serta Komite Asuralegat dikatakan merupakan
komite yang membidangi hal ikhwal prosedur, semantomite audit (Komite
Lingkungan Hidup, Komite Konservasi, Komifeublic Relation bila dibutuhkan)
dapat dikatakan membidangi permasalahan kepatuhan.

Bila komite-komite dibentuk dalam kaitannya menikeaar penilaian objektif
atas suatu bentuk komite yang diperlukan, karemyaahal substantif yang jauh
lebih penting dibandingkan Komite Nominasi, Komiemunerasi, dan Komite
Asuransi. Pertanyaannya, bagi perusahaan yang nk@lakpengelolaan atas sumber
daya alam (contoh: pertambangan) tentunya dipemlitkanite khusus yang bertugas
melakukan pengawasan secara independen atas upaysalppan bagi pelestarian
alam dan lingkungan. Sama halnya dengan perusatasmnbergerak dalam bidang
transportasi, perlu pula komite khusus yang beguganilai tindakan perusahaan
kaitannya dengan kepuasan konsumen pengguna jasaitg keselamatan, dan lain

sebagainya. Begitu seterusnya.



59

Keberadaan komite-komite tersebut dalam perusalpadoiik atau emiten
bersifat relatif, karena didasarkan pada kebutubtau bidang usahanya. Bila
diwajibkan, paling tidak ada dua komite yang haendapat dalam perusahaan publik
atau emiten: Komite Prosedural dan Komite Kepatulfarggota-anggota komite-
komite dimaksud wajib diisi oleh pihak-pihak yangemiliki kemampuan yang
relevan dengan tugas dan fungsi komite bersangkutaggota-anggota komite-
komite tersebut merupakan pihak yang tidak memik&terkaitan dengan pihak

manapun juga dalam perusahaan.

2.1.15 Kinerja Perusahaan

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian ga@lan suatu kegiatan
atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudksarasg tujuan, misi dan visi
organisasi. Pelaporan kinerja merupakan refleksiakban untuk mempresentasikan
dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumbaya d yang perlu
dipertanggungjawabkan.

Kinerja ~perusahaan dipengaruhi oleh beberapa fakimntara lain
terkonsentrasi atau tidaknya terkonsentrasinya rkéji@an, manipulasi laba, serta
pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan yangabaerkonsentrasi oleh
institusi akan memudahkan pengendalian sehinggan akaningkatkan Kkinerja
perusahaan.

Dalam hubungannya dengan kinerja suatu perusahapat dlilihat dari

laporan keuangan yang sering dijadikan dasar uparilaian kinerja perusahaan.
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Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukuertkasilan operasi perusahaan
untuk suatu periode tertentu adalah laporan laga Akan tetapi angka laba yang
dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dgeehi oleh metode akuntansi
yang digunakanDisclosure laporan keuangan akan memberikan informasi yang
berguna bagi pemakai laporan keuandaisclosuresebagai salah satu aspgdod
corporate governancediharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat bdakhya
kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagaicam indikator atau
variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaamia penumnya berfokus pada
informasi kinerja yang berasal dari laporan keuandaporan keuangan tersebut
bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, caforestor dan para pengguna
lainnya dalam rangka membuat keputusan investagiytikisan kredit, analisis saham
serta menentukan prospek suatu perusahaan di magakan datang.

Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuankumemotivasi karyawan
dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam meanstardar perilaku yang
ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perasayeng baik. Melalui penilaian

kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategsttaiktur keuangannya.

2.1.16 Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian perusahaan khususnya kinerja seringukéakuntuk tujuan :
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1. Untuk memperoleh pendapat wajar atas penyertaamdsaliatu perusahaan
atau menunjukkan bahwa perusahaan bernilai lebih afsa yang ada di
dalam neraca.

2. Untuk keperluan merger dan akuisisi, yaitu untukngstahui berapa nilai
perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masingspbaan.

3. Untuk kepentingan usaha, yang bertujuan untuk mehge apakah nilai
usaha lebih besar daripada nilai likuiditasnya.

4. Memperoleh pembelanjaan penetapan besarnya pinjaaten tambahan

modal.

2.1.17 Pengukuran Kinerja dengan Tobin’s Q
Rasio Tobin’'s Q adalah rasio yang membandingkaa pé&sar perusahaan
dengan nilai buku ekuitas. Rasio ini dikembangkhkain dames Tobin (Tobin 1969)
dari Universitas Yale, peraih Nobel laureate dalakonomi. Hipotesisnya
mengatakan bahwa nilai pasar dari semua perusalzadn berada di pasar modal
harus sama dengan harga perolehannya.
“Tobin's q is a ratio comparing the market valueaafompany's stock with the
value of a company's equity book value. The raas developed by James Tobin
(Tobin 1969). It is calculated by dividing the metrkvalue of a company by the

replacement value of the book equity”. (www.adwimtHelptobin-s-g-ratio-
202.htm)
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Rasio Tobin’s Q dapat dirumuskan sebagai berikut:

Market Vaue of Equiy + Liabilities
Total Asst

Q Ratio =

If the market value reflected solely the recordedets of a company, Tobin's q
would be 1.0. If Tobin's g is greater than 1.Gertlthe market value is greater
than the value of the company's recorded assets. sitggests that the market
value reflects some unmeasured or unrecorded asdethe company. High
Tobin's q values encourage companies to invest mocapital because they are
"worth" more than the price they paid for them. tbe other hand, if Tobin's q is
less than 1, the market value is less than therdecbvalue of the assets of the
company. This suggests that the market may be walderg the company.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwarage ini lebih besar dari 1,
Berarti perusahaan menghasilkaarning denganrate of returnyang sesuai dengan

harga perolehannya.

2.1.18 Pengukuran Kinerja DengarBalance Scorecard

Balanced Scorecardmerupakan konsep manajemen yang diperkenalkan
Robert Kaplan tahun 1992, sebagai perkembangankdasep pengukuran kinerja
(performance measurement) yang mengukur = perusahaan. Robert Kaplan
mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan mewentsuatu pendekatan
efektif yang seimbangbélanced dalam mengukur kinerja strategi perusahaan.
Pendekatan tersebut berdasarkan 4 perspektif fyéiosial, pelanggan, proses bisnis

internal dan pembelajaran serta pertumbuhan. Keepgrapektif ini menawarkan
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suatu keseimbangan antara tujuan jangka pendelkatghka panjang, hasil yang
diinginkan Qutcomé dan pemicu kinerjapgerformancedrivers) dari hasil tersebut,
dan tolak ukur yang keras dan lunak serta subjektif

Pada awalnyaBalanced Scorecardliciptakan untuk mengatasi problem
tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja ek$efarig berfokus pada aspek
keuangan. SelanjutnyaBalanced Scorecardmengalami perkembangan dalam
implementasinya, tidak hanya sebagai alat pengkikerja eksekutif, namun meluas
sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana istrateg

Balanced Scorecardmengembangkan seperangkat tujuan unit bisnis
melampaui rangkuman ukuran finansial. Para ekdegpetusahaan sekarang dapat
mengukur seberapa besar berbagai unit bisnis menekeiptakan nilai bagi para
pelanggan perusahaan saat ini dan yang akan dathng, seberapa banyak
perusahaan harus meningkatkan kapabilitas intefaalinvestasi di dalam sumber
daya manusia, sistem dan prosedur yang dibutuhkéwmk uneningkatkan kinerja
yang akan datang.

Balanced Scorecardnencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang
dihasilkan oleh para partisipan perusahaan yangilikekemampuan dan motivasi
tinggi, sementara tetap memerhatikan kinerja jamkadek yaitu melalui perspektif
finansial. Balanced Scorecarddengan jelas mengungkapkan berbagai faktor yang
menjadi pendorong tercapainya kinerja finansial kiampetitif jangka panjang yang
superior.

Tujuan dan ukurarscorecardditurunkan dari visi dan strategi. Tujuan dan
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ukuran tersebut memandang kinerja perusahaan maateperspektif yaitu finansial,
pelanggan, proses bisnis internal, serta pembetajalan pertumbuhan. Empat

perspektif ini memberi kerangka kerja b&gilanced Scorecard.

PengertianBalancedScorecard

Balanced Scorecarderdiri dari dua kata, yaitscorecarddan Balanced.
Scorecardadalah kartu yang digunakan untuk mencatat skait kiaerja seseorang.
Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakanyang hendak diwujudkan
oleh personel di masa depan. Melalui kartu skoor skang hendak diwujudkan
personel di masa depan dibandingkan dengan hasilj&isesungguhnya.

Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakuka@al@asi atas kinerja
personel yang bersangkutan. Kata berimbang dim&ksudintuk menunjukkan
bahwa kinerja personel diukur secara berimbangdieriaspek yaitu aspek keuangan
dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjategn dan ekstern. Oleh
karena itu, jika kartu skor personel digunakan kmherencanakan skor yang hendak
diwujudkan di masa depan, personel tersebut haemparhitungkan keseimbangan
antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuaagtama kinerja jangka pendek
dan kinerja jangka panjang, serta antara kinema yeersifat intern dan ekstern.

Jadi,Balanced Scorecartherupakarcontemporary management tg@ing
digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisaEmdanelipatgandakan
kinerja keuanganBalanced Scorecardnelengkapi seperangkat ukuran finansial

kinerja masa lalu dengan ukuran pendoraiyérs) kinerja masa depan.
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Kerangka Kerja BalancedScorecard
Seperti apa yang diutarakan di atas bahwa ada dgpgidif untuk membentuk
kerangka kerjdalanced scorecarqRobert & Norton, 1996).
1. Perspektif Finansial

Ukuran finansial sangat penting dalam memberikargkasan konsekuensi
tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kanefipansial memberikan
petunjuk apakah strategi perusahaan, implemeniasipelaksanaannya memberikan
kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba é¥aesn. Tujuan finansial biasanya
berhubungan dengan profitabilitas melalui pengukilabha operasreturn on capital
employed(ROCE) ataueconomic valueadded. Tujuan finansial lainnya mungkin
berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau tiemggoarus kas.
2. Perspektif Pelanggan

Dalam perspektif pelanggdBalancedScorecard,manajemen perusahaan harus
mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di nuaitabisnis tersebut akan
bersaing dan berbagai ukuran kinerja unit bisndathm segmen sasaran. Perspektif
ini biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama akairan generik keberhasilan
perusahaan dari strategi yang dirumuskan dan ditgésan dengan baik. Ukuran
utama tersebut terdiri atas kepuasan pelanggamsigtelanggan, akuisisi pelanggan
baru, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasaegiinen sasaran. Selain perspektif
pelanggan seharusnya juga mencakup berbagai ukergamtu yang menjelaskan

tentang proposisi nilai yang akan diberikan peraaahkepada pelanggan segmen
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pasar tertentu merupakan factor yang penting, ygmgidmempengaruhi keputusan
pelanggan untuk berpindah atau tetap loyal kepammapoknya. Sebagai contoh,
pelanggan mungkin menghargai kecepatd@ad time) dan ketepatan waktu
pengiriman atau produk dan jasa inovatif yang kamsttau pemasok yang mampu
mengantisipasi kebutuhan dan kapabilitas yang bdrkeg terus dalam
pengembangan produk dan pendekatan baru yang ukperluntuk memuaskan
kebutuhan-kebutuhan tersebut. Perspektif pelanggamungkinkan para manajer
unit bisnis untuk mengartikulasikan strategi yaegobientasi kepada pelanggan dan
pasar yang akan memberikan keuntungan finansiad nhgsan yang lebih besar.
3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Dalam perspektif proses bisnis internal, para akseknengidentifikasi berbagai
proses internal penting yang harus dikuasai debgénoleh perusahaan. Proses ini
memungkinkan unit bisnis untuk:

a. memberikan preposisi nilai yang akan menarik p@&hatlan mempertahan

pelanggan dalam segmen pasar sasaran, dan

b. memenuhi harapan keuntungan finansial yang tipgg pemegang saham.

Ukuran proses bisnis internal berfokus kepada lgailj@oses internal yang akan
berdampak besar kepada kepuasan pelanggan danpa@mcaujuan finansial
perusahaan.

Perspektif proses bisnis internal mengungkapkan mirbedaan ukuran kinerja
yang mendasar antara pendekatan tradisional dergErdekatan Balanced

Scorecard.Perbedaan yang pertama adalah, bahwa pendekatigsiomal berusaha
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memantau dan meningkatkan proses bisnis yang atiamsaPendekatan ini mungkin
melampaui ukuran kinerja finansial dalam hal pematsin alat ukur yang berdasar
kepada mutu dan waktu. Tetapi semua ukuran ituhmasifokus pada peningkatan
proses bisnis saat ini. Sedangkan pendeka@orecard pada umumnya akan
mengidentifikasi berbagai proses baru yang hardgiadai dengan baik oleh
perusahaan agar dapat memenuhi berbagai tujuanggela dan finansial. Sebagai
contoh, sebuah perusahaan mungkin menyadari perlumyngembangkan suatu
proses untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan mtamberikan layanan yang
dinilai tinggi oleh pelanggan sasaran. Tujuan wo$eEsnis internalBalanced
Scorecardakan menyoroti berbagai proses penting yang memdukeberhasilan
strategi perusahaan tersebut, walaupun beberapataianya mungkin merupakan
proses yang saat ini sama sekali belum dilaksandk@medaan yang kedua adalah
pendekatanBalanced Scorecardnemadukan berbagai proses inovasi ke dalam
perspektif proses bisnis internal, sedangkan sigtemgukuran kinerja tradisional
berfokus kepada proses penyampaian produk danpggsahaan saat ini kepada
pelanggan saat ini. Sistem tradisional digunakdandaipaya untuk mengendalikan
dan memperbaiki proses saat ini yang dapat diumkamaebagai “gelombang
pendek” penciptaan nilai. Gelombang pendek peraiptailai dimulai dengan
diterimanya pesanan produk (atau jasa) perusahadnpdlanggan dan berakhir
dengan penyerahan kepada pelanggan. Perusahaanptalarc nilai dengan
memproduksi, menyerahkan, dan memberikan produkayaman kepada pelanggan

dengan biaya di bawah harga yang dibayar oleh ggéan Sedangkan perspektif
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proses bisnis interndalanced Scorecarterdiri atas tujuan dan ukuran bagi siklus
gelombang panjang inovasi maupun siklus gelombaegdgk operasi. Yang
dimaksud dengan proses inovasi “gelombang panjpegtiptaan nilai adalah proses
penciptaan produk dan jasa yang sama sekali bauk mmemenuhi kebutuhan yang
terus tumbuh dari pelanggan perusahaan saat inyatagn akan datang. Oleh karena
itu, kemampuan mengelola dengan sukses prosesagapahijang pengembangan
produk atau pengembangan kapabilitas untuk mengangktegori pelanggan yang
baru lebih penting daripada kemampuan mengelolaaspsaat ini secara efisien,
konsisten, dan responsif.
4. Perspektif Pembelajaran danPertumbuhan

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengitkasiifinfra struktur yang
harus dibangun perusahaan dalam menciptakan parhanidan peningkatan kinerja
jangka panjang. Sumber utama pembelajaran dannplemttan perusahaan adalah
manusia, sistem, dan prosedur perusahaan. Untukcapain tujuan perspektif
finansial, pelanggan, dan proses bisnis internakarmperusahaan harus melakukan
investasi dengan memberikan pelatihan kepada karyaya, meningkatkan
teknologi dan sistem informasi, serta menyelaraslebagai prosedur dan kegiatan
operasional perusahaan yang merupakan sumber pers@ektif pembelajaran dan

pertumbuhan.
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2.1.19 HubunganDisclosuredengan Kinerja Perusahaan

Corporate Governancemerupakan suatu cara untuk menjamin bahwa
manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentirgjakeholdersPenerapan CG
menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadaphakkpemegang saham,
terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-pri@Q& disusun dengan tujuan
untuk melindungi investor dastakeholdetainnya dari asimetri informasi.

Salah satu yang mendasari keputusan investor daletakukan investasi
adalah laporan keuangan peusahaan. Pengungkapgndgih akan memberikan
gambaran kinerja perusahaan yang sesungguhnyakbBadisi ketidakpastian pasar,
nilai “informasi yang relevan dan reliabel tercermoh dalam disclosure
(pengungkapan informasi) perusahaan menjadi fgkdoting.

Tujuan umum pengungkapan adalah menyajikan inferrpang dipandang
perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangarudark melayani berbagai pihak
yang mempunyai kepentingan berbeda-berda. Pengoagkaga dapat diwajibkan
untuk tujuan melindungi, informatif, atau melay&ebutuhan khusus. Pengungkapan
wajib meliputi komponen laporan keuangan, catat&s daporan keuangan, dan
informasi pelengkap.

Perusahaan yang telah menerapkan GCG, seharudapamemenuhi asas
transparansi yang berarti telah menyediakan infsr®@cara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mdid&ses oleBtakeholdersesuai
dengan haknya. Mereka akan sesegera mungkin meajaanpinformasi tentang

keuangan perusahaan kepada pstakeholderuntuk mempertanggungjawabkan
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kinerjanya secara transparan dan wajar, dan mekgpkgn informasi yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, \dapgat dipakai sebagai dasar
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang sahaedlitk;, dan pemangku
kepentingan lainnya dalamnnual Report Akhirnya perusahaan tersebut akan
mengalami perbaikan citra, dipercaya oleh pstekeholdersdan pada gilirannya,
terjadi peningkatan nilai perusahaannya.

Jadi perusahaan yang telah menerapkan GCG daksimueEngungkapan

wajibnya tinggi, maka kemungkinan kinerja perusahga menjadi lebih baik.

2.1.20 Hubungan Komite Audit dengan Kinerja Perushaan

Tantangan lain yang berkaitan dengan kepentingaa peamegang saham
adalah upaya untuk menyelesaikagency problemantara direksi dan pemegang
saham. Permasalahan ini muncul karena prisip diamadan hukum perusahaan
adalah memisahkan kepemilikan perusahaan dengamokgerusahaan. Hal ini
sering memicu terjadinya konflik antara dewan direkang secara tidak langsung
menjadi agen bagi para pemegang saham dalam mekgalgperusahaan, dengan
para pemegang saham itu sendiri.

Untuk memecahkan masalah tersebut, dapat digunatdasip akuntabilitas
yang didasarkan pada sistemternal checks and balancemng mencakup praktik
audit yang sehat. Akuntabilitas dapat dicapai roelglengawasan efektif yang
didasarkan pada keseimbangan kewenangan antaragg@egneaham, komisaris dan

direksi. Praktik audit yang sehat dan independeanakangat diperlukan untuk
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meningkatkan kinerja perusahaan, dan hal ini ddpakukan antara lain dengan
mengefektifkan peranan komite audit.

Kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh bememadainya peran
pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris pemasa Pemilihan anggota
dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan danrdteMan menyebabkan
mekanisme check and balancederhadap direksi tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Fungsi audit internal dan eksternal behanalan optimal mengingat
secara struktural, auditor tersebut berada padasipgang sulit untuk bersikap
independen dan objektif. Oleh karena itu, muncuhtutan adanya auditor
independen. Komite audit timbul memenuhi tuntunsdgbut dan bertanggung jawab
terhadap tiga bidang yaitu laporan keuangan, &t@&perusahaan, dan pengawasan
perusahaan. Sehingga apabila komite audit menjahlgasnya dengan baik maka

kemungkinan kinerja perusahaan tersebut akan midefal baik.

2.1.21 Tinjauan Penelitian Terdahulu
1. Good Corporate GovernanceDi Sektor Keuangan: Dampak GCG
Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek) $ukmawati
Sukamulja), 2004
Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakgbod corporate governance
dapat digunakan untuk menilai kinerja dan meningkatnilai perusahaan dan

pertumbuhan jangka panjang yang tercermin padepatar perusahaan.
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Berdasarkan teori yang ada, pelaksangaod corporate governancgang
baik, dan sesuai dengan perturan yang berlaku, ak&mbuat investor
memberikan respon yang positif terhadap kinerjaig@raan dan meningkat nilai
pasar perusahaan. Data yang digunakan adalah elatader berupa data saham
perusahaan pada sesi penutupan perdagangan Bgaltahgluli 2003 dasampel
pada penelitian ini diambil da\nnual Reporttahun buku 2002erusahaan-
perusahaan yang teldéibting di BEJ dan dat&inancial ReportTriwulan 1l tahun
buku 2003 dengan jumlah sampel 52 perusahaan.

Variabel yang digunakan adalah variabel dependamalel independen dan
variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakaru kinerja, sedangkan
variabel independen dalam penelitian ini adajabd corporate governanagan
variabel kontrol dalam penelitian ini ada tiga fakiyaitu profitabilitas (ROA),
company size book value of total assketn usia perusahaan yang diwakili dengan
lama perusahaan tersebut tdiating pada BEJ, dalam satu tahun.

Dari hasil pengolahan data menggunakan persamgaesre/ang digunakan
untuk menguji hubungan antara Tobin’'s Q dengan G&A, Total assetdan
lama perusahaan teldlsting di BEJ dengan mengambil sampel sebanyak 52
perusahaan yang terdaftar pada BEJ, khususnya kiior skeuangan, belum
memberikan hasil yang memuaskan. Dari hasil asadisipirik, pelaksanaagood
corporate governancéidak memiliki peranan penting dalam menentukaminil

pasar perusahaan dilihat dari sisi profitabilitasjur perusahaan dan ukuran
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perusahaan. Secara simultan penelitian ini menkajubahwa variableorporate
governanceidak satupun signifikan terhadap ROA dan Tobin!s Q
2. Hubungan Corporate Governancelerhadap Kinerja Perusahaan (Deni

Darmawati, Khomsiyah, Rika Gelar Rahayu), 2005

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi Kea#an corporate
governance yang diterapkan dalam suatu perusabe@yanl kinerja perusahaan
yang bersangkutan. Data implementasi pada pemelitianenggunakagorporate
governancehasil survei IICG tahun 2001 dan 2002 yang berepgoorate
governance perception indéEGPI) yang dilakukan olelihe Indonesian Institute
for corporate governanc@ICG) di tahun 2001 dan 200%ngan jumlah sampel
sebanyak 53 perusahaan-tahpaaled datauntuk tahun2001 dan 2002). Sampel
untuk tahun 2001 sebanyak 21 perusahaan dan t&002 sebanyak 32
perusahaan.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel dejgen dan independen.
Variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja winabel independen adalah
corporate governanceDalam penelitian ini juga memasukkan variabel cantr
yang terdiri dari komposisi aktiva, kesempatan tuimban ukuran perusahaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwegrporate governancesecara statistik
signifikan mempengarulreturn on equitysedangkan tidak ada satupun variabel
kontrol yang secara statistik signifikan mempengaraturn on equity Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwarporate governancenempengaruhi kinerja

operasi perusahaan.
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Hasil analisis model regresi dengan Tobin’'s Q mearkkan bahwa baik
variabel corporate governancenempengaruhi kinerja pasar perusahaan secara
statistik tidak didukung. Hal ini mungkin dikarerak respon pasar terhadap
implementasicorporate governancéidak bisa secara langsungnédiatg akan
tetapi membutuhkan waktu.

3. Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Struktur
Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan(Theresia Dwi Hastuti), 2005
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejaunarfaubungan antara good

corporate governancelan struktur kepemilikan dengan kinerja keuanga@G
dan struktur kepemilikan sebagai variabel independan kinerja keuangan
sebagai variabel dependen. Peneliti menggunakan pdaea dari GCG vyaitu
transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dgkak olehdisclosurelaporan
keuangan dan akuntabilitas diproksikan olelecrual Kinerja perusahaan
diproksikan oleh Tobin’s Q.

Populasi yang digunakan adalah perusahaan yadgpat dalam daftar LQ
45 selama dua semester. Hasil analisis menunjulkdehwa: (1) Tidak ada
hubungan antara struktur kepemilikan dengan kinggjasahaan. (2) Tidak ada
hubungan antara akuntabilitas dengan kinerja peaasa (3) Terdapat hubungan
yang signifikan antara transparansi dengan kirpgrasahaan.

4. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja

Perusahaan (Yudha Pranata), 2007
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggreierapan GCG terhadap
ROE, Tobin’s Q damet profit margin(NPM). Sampel yang digunakan sebanyak
35 perusahaan diambil secgvarposive sampling/aitu perusahaago public
yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dasukndalam kelompok 10
besar berdasarkan indeks GCG. Hasil dari penelinarmenunjukkan bahwa
penerapan GCG berpengaruh positif terhag#yrn onequity (ROE), Tobin’s Q
dan net profit margin(NPM) dan perubahan yang terjadi pada skor penerapa
GCG disebabkan oleh faktor lain yang tidak tercattalam model regresi.

5. PenerapanCorporate Governance?engungkapan Informasi, dan Kinerja
Perusahaan Di Perusahaan Publik Indonesia (Erna Hiayah), 2007
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengap@meraparcorporate

governanceterhadap kinerja perusahaan, baik secara langsumgpun tidak

langsung melalui adanya pengungkapan informasip8hyang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 50 perusahaan dengan papsgaua perusahaan yang

listing di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000-2005.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keneerusahaan yang diukur
dengan ROE dan Tobin’'s Q sedangkan variabel indkpemdalahcorporate
governance yang diukur menggunakan CGPI. Penelitian ini meikicau
pengungkapan informasi sebagai variabel intervegargy memediasi pengaruh
penerapaorporate governancterhadap kinerja perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bapereraparcorporate

governance mempengaruhi pengungkapan informasi. Hipotesis &edu
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menunjukkan bahwa pengungkapan informasi mempehigakinerja pasar
maupun kinerja operasional. Namun, hipotesis ketigak terbukti. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa penerap@orporate governance tidak

mempengaruhi secara langsung kinerja perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerapamgood corporate governana#percaya dapat meningkatkan kinerja
atau nilai perusahaan. Pernyataan ini dapat ditemualam berbagatodes of
corporate governancbampir di semua negara. Sebagai contoh, Dey R¢peoy)
(dalam Diah Kusuma Wardani, 2008) mengemukakan aawonporate governance
yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkeerja perusahaan dan
menguntungkan pemegang saham. Peningkatan kinerigsghaan tersebut tidak
hanya untuk kepentingan pemegang saham namun jg& kepentingan publik
secara umum. Sunarto (2003) juga menyatakan apadnid corporate governance
tercapai maka kinerja saham perusahaan tersebutsakaakin meningkat. Penerapan
good corporate governaneeembawa manfaat besar bagi perusahaan.

Hadirnya good corporate governancéalam pemulihan krisis di Indonesia
menjadi mutlak diperlukan, menginggbod corporate governanceensyaratkan
suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organ38§ merupakan sistem yang
mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak leptakeholders Dua hal
yang menjadi perhatian utama konsep ini adalahamper, pentingnya hak pemegang

saham untuk memperoleh informasi dengan benardgkdan tepat pada waktunya,
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kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pekgpag (lisclosurg@ secara

akurat tepat pada waktunya, dan transparan mengemaila hal yang berkaitan

dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemdggrentingangtakeholdey.

Porter (dalam Ratna Wardhani 2006:2) menyatakdmvaéalasan mengapa
perusahaan sukses atau gagal mungkin lebih disabaibh strategi yang diterapkan
oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan lditgrgkikan oleh karakteristik
strategis dan manajerial perusahaan tersebut.eftré¢rsebut diantaranya juga
mencakup strategi penerapan sistgood corporate governanc€GCG) dalam
perusahaan. Struktur GCG dalam suatu perusahaan jdi$ dapat menentukan
sukses tidaknya suatu perusahaan.

Salah satu kepentingan dari para pemegang sahaahddepentingan untuk
mendapatkan keterbukaan informasi material suatusphaan. Hal ini berkaitan
dengan 2 permasalahan, yaitu:

1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengaerja suatu perusahaan
sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang sa@aicalon investor untuk
menanamkan modalnya.

2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham p#aryalahgunaan
wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan olefsliperusahaan.

Untuk memenuhi kepentingan tersebut, maka prinsgmsparansi yang
merupakan salah satu prinsip tertua dalam bidangurhuperusahaan harus
diterapkan. Transparansi merupakan pengungkapseiqsureg setiap kebijakan atau

aturan yang (akan) diterapkan perusahaan, sebadegan investor dan efisiensi
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pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerjgsghaan secara adil, akurat,
dan tepat waktu (Indra Surya dan Ivan Yustiavand2088:74) . Pada umumnya,
penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindagrbagai kemungkinan buruk
akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap panagang saham, seperti adanya
pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buwlak penyalahgunaan
informasi keuangan.

Filosofi dasar yang harus diperhatikan adalah larpemegang saham
memiliki keterbatasan dalam menjalankan perusahsemngga suatu perusahaan
harus menerapkan prinsip transparansi untuk menkadatlan memberikan bahan
pertimbangan yang cukup lengkap bagi para pemegahgm atau calon investor
dalam menentukan apakah perusahaan tersebut lagdkmenerima modalnya.

Kepentingan akan keterbukaan ini juga berkaitart demgan pencegahan
terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan akibgaderya penyalahgunaan terhadap
informasi-informasi penting dan rahasia dari syawusahaan yang dilakukan oleh
direksi dan komisaris perusahaan. Untuk mengurg@egiyalahgunaan wewenang
oleh direksi atau komisaris, penerapan prinsipsparansi akan lebih memudahkan
pengawasan bagi tindakan-tindakan yang diambil @ata anggota direksi dan
komisaris. Dengan demikian, perusahaan terikat jeara untuk memberikan data
dan informasi yang berkaitan dengan kinerjanyansaizi.

Transparansi merupakan prinsip yang sangat mentagaperusahaan yang
menyampaikan informasi keuangannya kepada publia dua jenis pengungkapan

yang disyaratkan oleh pengelola pasar modal. Partapengungkapan wajib
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(enforced/mandated disclosiyeyaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan
oleh standar akuntansi yang berlaku. Kedua, perkguyann sukarelavéluntary
disclosuré yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukasglpat diharuskan
oleh peraturan yang berlaku bagi perusahaan pubdikgungkapan sukarela yang
lebih luas akan meningkatkan kredibilitas perusah&&ngungkapan yang sukarela
dapat membantu investor dalam memahami strategslperusahaan. Pengungkapan
yang lebih luas akan menarik lebih banyak analesningkatkan akurasi ekspektasi
pasar, menurunkan ketidaksimetrisan pasar dan mnekam kejutan pasar.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antama bleh Ahmed dan
Nicholls (1994), Cooke (1992), Alford dkk (1993) pseti yang dikutip oleh
Subiyantoro (1996) membuktikan bahwa laporan kealangerupakan media yang
tepat untuk menyampaikaocorporate disclosure Sesuai dengan undang-undang
pasar modal yaitu dalam meningkatkan transparaasi menjamin perlindungan
terhadap pemodal, setiap perusahaan yang menawafiddarya melalui pasar modal
(emiten) wajib mengungkapkan seluruh informasi nem@ag keadaan usahanya
termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajeraen hdrta kekayaan
perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan yawggngkapkan informasi lebih
banyak kepada pihak luar diduga memiliki kinerjausahaan yang lebih baik. Hal
ini dapat dimengerti mengingat perusahaan mendiagirpasar memiliki penilaian
positif terhadap kondisi perusahaan, baik dari laggeiangan, manajemen, maupun

hukum.
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Selain itu, akuntabilitas juga sangat diperlukartuknmewujudkangood
corporate governanceebagai upaya menyelesaikagency problemantara direksi
dan pemegang saham. Karena prinsip ini didasar&da pisteninternal checksand
balances yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntasilidapat dicapai
melalui pengawasan efektif didasarkan pada keseigara kewenangan antara
pemegang saham, komisaris, dan direksi.

Praktik audit yang sehat dan independen akan sadigatiukan untuk
menunjang akuntabilitas perusahaan, dan hal itimandapat dilakukan antara lain
dengan mengefektifkan peranan komite audit (Indney&dan lvan Yustiavandana,
2008:77). Komite audit merupakan pihak yang memputygas untuk membantu
komisaris dalam rangka peningkatan kualitas lapdtanangan dan peningkatan
efektivitas internal dan eksternal audit.

Prinsip akuntabilitas juga berkaitan erat denganspr transparansi, karena
dengan prinsip akuntabilitas, segala informasi matgiang telah diberikan dapat
diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan baharg yeomprehensif dalam
melakukan pengawasan terhadap kinerja suatu peaisah

Dalam penelitian ini pengukurgyoodcorporate governancdiproksikan oleh
disclosureyang diukur dengan indeks pengungkapan dan kcemitét yang diukur
dengan variabel bonekdymmy variablésdan pengukuran kinerja dengan Tobin’s Q
sebagai ukuran penilaian pasar diyakini bisa meikdoeigambaran mengenai kinerja
perusahaan yang baik, karena esensi penerapanppiissip good corporate

governance adalah peningkatan kinerja perusahaan. Perusahamy yelah
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menerapkarorporate governanceecara baik akan memiliki kinerja pasar yang baik
pula yang tampak pada nilai saham perusahaan gehidgpat diprediksi bahwa
perusahaan yang menerapkan prinsip-prigsipd corporate governanggang lebih

baik akan cenderung mempunyai kinerja perusahaag Ilgdih baik pula.

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

Pengungkap:
(X1
Kinerja Perusahaan
> (Y)
Komite Audit
(X2)

2.3 Hipotesis

Dengan mengacu pada teori-teori dan kerangka pemikikemukakan suatu
hipotesis sebagai berikut : Terdapat pengaruh ipoaiitara good corporate
governanceyang diproksikan oleh pengungkapan laporan keuadga keberadaan

komite audit terhadap kinerja perusahaan.



